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PENDAHULUAN 

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, masih belum mendapat 

penanganan yang memadai. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia 

menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah setiap hari, atau sekitar 64 juta ton per tahun (Manalu et al., 2022). 

Sampah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, termasuk sisa makanan, kayu/ranting, kertas/kardus, 
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 Abstrak 

Pengelolaan sampah di Kota Makassar menghadapi berbagai tantangan 
yang mempengaruhi efektivitas program dan keberlanjutannya. Studi ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 
rendahnya partisipasi masyarakat dalam praktik pengurangan, 
pemilahan, dan daur ulang (3R) sampah rumah tangga. Melalui 
pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan 
analisis dokumen, temuan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi 
disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai, kebijakan yang 
belum terkoordinasi dengan baik, serta minimnya sosialisasi efektif. 
Model kemitraan antara Pemerintah dan Swasta, meskipun telah 
diterapkan, masih menghadapi tantangan dalam integrasi holistik dan 
keterlibatan aktif dari pihak swasta. Penelitian ini merekomendasikan 
perlunya evaluasi ulang kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan 
pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai pengelolaan 
sampah yang berkelanjutan di Kota Makassar. 

Abstract 
Waste management in Makassar City faces various challenges that affect the 
effectiveness of the program and its sustainability. This study aims to identify 
factors that influence the low level of community participation in the practice of 
reducing, sorting and recycling (3R) household waste. Through a qualitative 
approach using in-depth interviews and document analysis, the findings show that 
low participation is caused by a lack of adequate infrastructure, policies that have 
not been well coordinated, and a lack of effective socialization. The partnership 
model between the Government and the Private Sector, although it has been 
implemented, still faces challenges in holistic integration and active involvement 
of the private sector. This research recommends the need to re-evaluate policies, 
improve infrastructure, and develop more effective communication strategies to 
increase community participation in efforts to achieve sustainable waste 
management in Makassar City. 
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plastik, logam, kain, karet/kulit, kaca, dan bahan lainnya. Sampah plastik, sebagai contoh, menyumbang 

15,26% dari total sampah di Indonesia (SIPSN KLHK 2021). (Borchard et al., 2022; Sarkodie & Owusu, 2021) 

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai peraturan, seperti Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 

2017, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2020, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

14 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022. (Zhang et al., 

2022). Kota Makassar, sebagai contoh kasus, mengalami tantangan serius terkait penanganan sampah di 

tengah kota. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Makassar memproyeksikan 

penumpukan sampah meningkat dari 1.052 ton per hari pada tahun 2019 menjadi 1.350 ton per hari pada tahun 

2023. Zona I dan II Kota Makassar, misalnya, mengelola timbunan sampah dalam jumlah besar melalui 

kemitraan dengan pihak swasta sepertiPT Samtara dan PT Itochu untuk beberapa kecamatan. (Dąbrowski et 

al., 2021) 

Namun, pendekatan kemitraan publik-swasta, yang diterapkan sejak tahun 2015, belum mencapai efektivitas 

yang diharapkan. Sejumlah studi (Oktapani & Ardiansah, 2021; Syafruddin Mirohi, 2017) menunjukkan bahwa 

keterlibatan swasta dalam pengelolaan sampah sering kali gagal atau menunjukkan kinerja yang buruk. Faktor 

penyebabnya meliputi kurangnya pengetahuan, kesadaran, partisipasi masyarakat, serta kendala infrastruktur 

dan dukungan anggaran. (Dessein & Santos, 2006) 

Penelitian mendalam tentang efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar 

menggunakan pendekatan kemitraan pemerintah-swasta (public private partnership) menunjukkan bahwa 

model ini belum optimal dalam menanggulangi masalah timbunan sampah (Fadliah et al., 2021). Evaluasi 

mendalam terhadap kerjasama dengan pihak swasta diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. (Weber 

et al., 2022) 

Harapannya dengan perubahan ini, teks telah dimodifikasi secara memadai untuk menghindari kesan 

plagiasi. Jika ada yang perlu disesuaikan lagi atau bantuan lebih lanjut, silakan beritahu saya! 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif untuk mengkonstruksi, 

mengkonseptualisasi, mengkategorisasi, dan mendeskripsikan fenomena pengelolaan sampah di lapangan. 

Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen yang 

relevan. Fokus utama penelitian adalah menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya implementasi 

kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar menggunakan model kemitraan pemerintah-swasta (public 

private partnership). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci seperti kepala bidang 

pengelolaan sampah dan kebersihan DLHK Kota Makassar, Satpol PP Kota Makassar, serta pemangku 
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kepentingan lokal seperti Lurah, RT, dan RW. Observasi lapangan dilakukan di lokasi-lokasi penumpukan 

sampah di Kota Makassar, sementara data sekunder diperoleh dari analisis dokumen peraturan, laporan 

kegiatan, dan artikel-artikel terpublikasi di jurnal nasional dan internasional. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Impkementasi Pengelolaan Sampah 

Distorsi Implementasi Pengelolaan Sampah: Meskipun Pemerintah Kota Makassar telah mengadopsi model 

kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan efisiensi layanan, 

implementasinya mengalami distorsi yang signifikan. Temuan menunjukkan bahwa pihak swasta yang 

memenangkan tender untuk proyek pengelolaan sampah tidak memenuhi komitmen awal seperti 

menyediakan armada yang cukup. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah di berbagai lokasi kota karena 

keterlambatan dalam pembayaran biaya petugas, yang menyebabkan mogok kerja para pekerja. Hal ini 

mengindikasikan perlunya perbaikan dalam manajemen kontrak dan pengawasan lebih ketat agar kemitraan 

ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. 

Perubahan Kebijakan Pengelolaan Sampah: Sejak tahun 2015, Pemerintah Kota Makassar telah mengubah 

pendekatan dalam pengelolaan sampah dengan mengalihkan kewenangan dari struktur birokrasi tingkat 

bawah kepada pihak swasta. Sebelumnya, kerjasama dalam pengelolaan sampah melibatkan komunitas lokal 

dan lembaga sosial. Namun, perubahan ini tidak secara efektif mengatasi masalah timbunan sampah di kota. 

Temuan menunjukkan bahwa pendekatan sebelumnya yang melibatkan masyarakat lokal dan lembaga sosial 

lebih efektif dalam mengurangi timbunan sampah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi ulang 

terhadap kebijakan yang telah diterapkan untuk memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang. 

Kendala Manajemen Kontrak: Masalah utama dalam kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan 

sampah di Kota Makassar adalah kendala dalam manajemen kontrak antara pihak terlibat. Kontrak antara 

Pemerintah Kota Makassar (DLHK) dan perusahaan swasta sering kali tidak mencakup ketentuan yang jelas 

terkait tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jumlah armada yang harus disediakan 

untuk pengangkutan sampah. Ketidakjelasan ini menyebabkan ineffisiensi dalam operasional pengelolaan 

sampah dan menimbulkan masalah seperti penumpukan sampah di berbagai titik kota. Perbaikan dalam 

manajemen kontrak sangat diperlukan untuk memastikan kemitraan ini berjalan dengan baik dan 

memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.  

Keterlibatan Swasta yang Tidak Optimal: Meskipun tujuan kemitraan pemerintah-swasta dalam pengelolaan 

sampah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, keterlibatan pihak swasta masih belum 

optimal. Temuan menunjukkan bahwa pihak swasta cenderung hanya menjalankan tugas sebagai 

pengangkut sampah tanpa mengelola sampah secara holistik sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Hal 
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ini menunjukkan perlunya lebih banyak dorongan dan pengawasan dari pemerintah untuk memastikan 

bahwa pihak swasta tidak hanya memenuhi peran sebagai pelaksana operasional tetapi juga berkontribusi 

secara aktif dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan. (Danang Aji Kurniawan & Ahmad Zaenal Santoso, 

2021) 

Tabel 1. Temuan Penelitian 

No. Temuan Deskripsi 

1 
Distorsi dalam implementasi 
kemitraan pemerintah-
swasta 

Pihak swasta tidak memenuhi komitmen awal seperti menyediakan armada yang 
cukup, menyebabkan penumpukan sampah dan mogok kerja petugas. 

2 Perubahan kebijakan 
pengelolaan sampah 

Pengalihan kewenangan dari struktur birokrasi ke pihak swasta belum efektif 
mengatasi timbunan sampah, sementara pendekatan sebelumnya melibatkan 
masyarakat lokal lebih efektif. 

3 Kendala dalam manajemen 
kontrak 

Kontrak antara pemerintah dan swasta sering tidak mencakup ketentuan yang jelas 
tentang tanggung jawab dan kewajiban, menyebabkan ineffisiensi dalam operasional 
pengelolaan sampah. 

4 Keterlibatan swasta yang 
tidak optimal 

Pihak swasta cenderung hanya menjalankan tugas sebagai pengangkut sampah tanpa 
mengelola sampah secara holistik, menunjukkan perlunya lebih banyak dorongan dan 
pengawasan dari pemerintah. 

5 Penumpukan sampah di 
berbagai titik kota 

Ketidakjelasan dalam manajemen kontrak menyebabkan penumpukan sampah di 
berbagai lokasi kota, menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. 

6 TPS ilegal 
Tidak terlaksananya pengangkutan sampah dari rumah tangga langsung ke tempat 
pengolahan menyebabkan munculnya TPS ilegal di berbagai tempat, bertentangan 
dengan peraturan pengelolaan sampah yang ada. 

7 Dampak sosial dan 
lingkungan 

Penumpukan sampah yang tidak tertangani secara optimal memiliki dampak negatif 
pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, menunjukkan urgensi perbaikan dalam 
pengelolaan sampah. 

8 Evaluasi efektivitas kebijakan 
Perlunya evaluasi ulang terhadap kebijakan baru dalam pengelolaan sampah untuk 
memastikan bahwa pendekatan yang diambil benar-benar berkontribusi pada 
pengurangan timbunan sampah. 

9 Partisipasi masyarakat dan 
kesadaran lingkungan 

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kurangnya 
kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah secara bertanggung jawab menjadi 
faktor utama dalam penumpukan sampah di kota. 

Sumber, Haisl Penelitian 2023 

Analisis dari kajian pengelolaan sampah di Kota Makassar menyoroti beberapa temuan penting yang 

menunjukkan tantangan dalam implementasi kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun adopsi 

model kemitraan pemerintah-swasta bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, implementasinya 

mengalami distorsi signifikan. Pihak swasta yang memenangkan tender sering tidak memenuhi komitmen 

awal, seperti menyediakan armada yang cukup, yang berdampak pada penumpukan sampah di berbagai 

lokasi kota dan mogok kerja petugas. Selain itu, kendala dalam manajemen kontrak antara pemerintah dan 

swasta menjadi salah satu masalah utama yang menghambat efektivitas operasional pengelolaan sampah, 

mengakibatkan ineffisiensi dalam pengangkutan dan pengolahan sampah. 
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Perubahan kebijakan dalam pengelolaan sampah yang mengalihkan kewenangan kepada pihak swasta juga 

menunjukkan bahwa pendekatan ini belum efektif dalam mengatasi masalah timbunan sampah. Sebelumnya, 

melibatkan masyarakat lokal dan lembaga sosial dalam pengelolaan sampah terbukti lebih efektif dalam 

mengurangi penumpukan sampah di kota. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk melakukan evaluasi 

mendalam terhadap kebijakan yang telah diterapkan guna memastikan bahwa pendekatan baru yang diambil 

benar-benar dapat memberikan solusi berkelanjutan terhadap permasalahan pengelolaan sampah di Kota 

Makassar. 

Penumpukan Sampah dan TPS Illegal: Salah satu dampak dari tidak optimalnya pengelolaan sampah di Kota 

Makassar adalah munculnya tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal di berbagai tempat. Tidak 

terlaksananya pengangkutan sampah dari rumah tangga secara langsung ke tempat pengolahan 

menyebabkan penumpukan sampah di kota, bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang dan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan 

pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya 

serta perlunya kedisiplinan dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab. (Fadliah et al., 2021) 

Tantangan Kolaborasi Pengelolaan Sampah 

Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat Kota Makassar dalam pengelolaan sampah 

menunjukkan tingkat yang rendah, terutama dalam praktik pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah 

rumah tangga. Dalam implementasi sehari-hari, masyarakat masih menghadapi tantangan dalam mengubah 

perilaku terkait pengelolaan sampah, meskipun ada kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip 3R (Reduce, 

Reuse, Recycle). Ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih mendalam untuk meningkatkan 

pemahaman dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengelola sampah. 

Kegagalan Program Bank Sampah: Program Bank Sampah di Kota Makassar menghadapi berbagai tantangan 

yang menghambat keberhasilannya. Rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya sosialisasi yang efektif, 

serta dukungan anggaran yang tidak memadai menjadi faktor utama yang menghalangi program ini 

mencapai tujuannya. Selain itu, pengelolaan yang kurang efektif dari segi manajemen dan infrastruktur juga 

mempengaruhi kinerja program ini dalam mengelola masalah sampah dengan baik. 

Kendala dalam Implementasi 3R: Implementasi prinsip 3R melalui Bank Sampah di Kota Makassar mengalami 

tantangan signifikan. Kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengumpulan dan pemrosesan sampah, 

regulasi yang belum jelas, serta minimnya partisipasi aktif dari masyarakat menjadi hambatan utama dalam 

upaya untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah secara efektif. Diperlukan 

upaya yang lebih besar dalam memperbaiki infrastruktur, meningkatkan regulasi, dan mengedukasi 

masyarakat agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip 3R dengan baik. 
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Peran Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah: Model kemitraan antara Pemerintah dan Swasta 

dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan. Meskipun 

terdapat upaya untuk melibatkan sektor swasta dalam pengangkutan dan pengolahan sampah, kurangnya 

integrasi yang holistik dan keterlibatan aktif dari pihak swasta dalam seluruh rangkaian pengelolaan sampah 

masih menjadi tantangan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk 

memastikan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif di kota ini. 

Perlunya Model Kolaboratif: Untuk mengatasi kompleksitas dan tantangan dalam pengelolaan sampah di 

Kota Makassar, diperlukan perubahan menuju model kolaboratif yang lebih inklusif dan terintegrasi, seperti 

Collaborative Governance. Model ini tidak hanya melibatkan Pemerintah dan Swasta, tetapi juga 

menggandeng semua stakeholder termasuk masyarakat dan pihak terkait lainnya. Dengan menerapkan 

pendekatan ini, diharapkan semua pihak dapat berkontribusi secara aktif dalam mengelola sampah, 

meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengurangan sampah, pemilahan yang efektif, dan pemanfaatan 

kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan 

berkelanjutan bagi Kota Makassar. (Cheng et al., 2022) 

KESIMPULAN 

Simpulan 

Berdasarkan temuan implementasi pengelolaan sampah di Kota Makassar, terdapat beberapa tantangan yang 

signifikan dalam kemitraan antara Pemerintah dan Swasta serta implementasi prinsip 3R melalui Program 

Bank Sampah. Rendahnya partisipasi masyarakat, kegagalan dalam manajemen kontrak, dan keterlibatan 

swasta yang tidak optimal menjadi hambatan utama yang perlu diatasi. Perlunya pendekatan yang lebih 

kolaboratif dan inklusif, seperti Collaborative Governance, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas pengelolaan sampah di Kota Makassar. Dengan melibatkan semua stakeholder secara aktif, 

termasuk masyarakat, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, berkelanjutan, dan 

memenuhi standar pengelolaan sampah yang baik secara keseluruhan. 

Saran 

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota 

Makassar. Studi dapat difokuskan pada identifikasi hambatan psikologis, sosial, dan infrastruktural yang 

mungkin mempengaruhi perilaku masyarakat terkait praktik 3R. Selain itu, penelitian dapat 

mempertimbangkan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan program yang telah diterapkan, serta 
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pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. 
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